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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah membantu

Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi

pertanahan, yang antara lain dengan melaksanakan kegiatan

pengukuran dan pendaftaran tanah. Kegiatan tersebut dimaksudkan

untuk menjamin kepastian hukum atas bidang tanah di wilayah

Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Pokok

Agraria Pasal 19 ayat (1), bahwa untuk menjamin kepastian hukum

oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah

Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

Pengukuran dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah sebagian

dilakukan oleh Kantor Pertanahan, sehingga aplikasi praktis berkenaan

dengan kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Pertanahan. Oleh

karena itu Kantor Pertanahan dapat dikatakan sebagai ujung tombak

organisasi BPN dalam rangka melaksanakan tugasnya di bidang

administrasi pertanahan. Aplikasi praxis meliputi antara lain teknik-

teknik pengukuran, perpetaan, kearsipan dan manajemen kantor



masing-masing daerah. Seringkali masing-masing Kantor Pertanahan

memiliki kebijakan praktisnya sendiri baik yang berupa teknis,

prosedur pelayanan maupun pola manajemen kantor yang dipakai.

Ketidakseragamaan ini kemudian berdampak terhadap keseragaman

format data dan informasi yang dihasilkan sehingga dalam konteks

nasional kurang mampu memberikan data yang informatif dan

komunikatif untuk menunjang pembangunan di bidang pertanahan.

Berpijak pada kondisi yang demikian, maka BPN sebagai

organisasi induk mengambil langkah penyeragaman yang diwujudkan

dalam Bagian Proyek Land Office Computerization (LOC) atau

Komputerisasi Kantor Pertanahan. LOC pada masa mendatang

diharapkan mampu menjembatani kond/isi khas daerah dalam sebuah

sistem pelayanan pertanahan yang terpadu, seragam dan optimal.

Proyek LOC fase I dimulai sejak 1997 sampai dengan bulan

Maret 1999 (Daniel Sepdiares Sagala, 2002:13). LOC dapat

digambarkan sebagai suatu Kantor Pertanahan yang memanfaatkan

dan mendayagunakan perangkat keras komputer dan perangkat lunak

aplikasi sistem komputerisasi pertanahan untuk membantu para

pelaksana dan eksekutif melaksanakan seluruh tugas dan fungsi

Kantor Pertanahan secara efektif, efisien dan terkendali. Kantor

Pertanahan Kabupaten Sleman secara efektif mulai melaksanakan

nrA./oi/ mr Himulai naHa hulan Fohn iari tahun 1999 (Nur Linda



Pada dasarnya proyek LOC mencakup keseluruhan kegiatan

Kantor Pertanahan baik itu Sub Bagian Tata Usaha, Seksi

Penatagunaan Tanah, Seksi Hak-hak Atas Tanah, Seksi Pengaturan

Penguasaan Tanah dan Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.

Namun pada masa-masa sosialisasi LOC, yang betul-betul berfungsi

adalah aplikasi pendaftaran tanah. Bahkan sampai sekarang tidak

semua aplikasi yang ada di LOC berfungsi secara optimal dikarenakan

pertimbangan aspek kepraktisan. Pengembangan suatu Kantor

Pertanahan non komputerisasi yang efektif, efisien dan terkendali

membutuhkan beberapa hal pokok, yaitu adanya perangkat keras,

perangkat lunak, dan sumberdaya manusia.

Adanya saling ketergantungan antara perangkat keras,

perangkat lunak dan sumberdaya manusia dalam suatu sinergi akan

menghasilkan tingkat produktivitas yang cukup tinggi. Produktivitas

BPN yang berupa sertipikat tidak dapat diukur dengan uang, karena

sertipikat hanya sebagai tanda bukti hak atas tanah atau jaminan yang

kuat mengenai hak atas tanah, sedangkan yang dapat diukur dengan

uang adalah nilai tanahnya. Produktivitas BPN yang berupa sertipikat

diukur dengan cara melihat kualitasnya. Secara kualitas, sertipikat

dapat memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah yang

meliputi jaminan kepastian mengenai subyek maupun obyek atas

oiiotii hiHonn tanah QoHannkan cprara kuantitas nrnriuktivitas BPN



jumlah permohonan yang masuk ke Kantor Pertanahan. Dalam hal

inilah peran petugas pelaksana pengukuran dan pemetaan (petugas

pelaksana) sebagai salah satu komponen di Kantor Pertanahan sangat

berpengaruh karena layanan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan

apabila dilihat dari aspek kebendaan yang kongkret adalah sertipikat

sebagai suatu tanda bukti hak atas tanah.

Petugas pelaksana sebagai salah satu komponen penting

dalam kegiatan pelayanan Kantor Pertanahan menyebabkan petugas

hams mempunyai etos kerja yang tinggi. Dalam skripsinya Agus

Prajitno (2002:7) menyebutkan adanya, sorotan tajam dari pihak luar

terhadap kualitas sumber daya manusia di Kantor Pertanahan. Hal ini

dapat dipahami mengingat penguasaan teknis masing-masing petugas

pelaksana sangat beragam terutama dalam pembuatan Surat Ukur

secara manual. Pembuatan Surat Ukur sebelum pelaksanaan LOC

dilakukan secara manual sehingga produk yang dihasilkan tidak

terdapat kesamaan format dan teknis pengerjaannya. Apabila dilihat

dari sisi proses, pekerjaan tersebut kurang praktis yaitu pemasukan

data fisik berupa letak, batas, luas, nama pemilik tidak serentak

dengan penggambaran peta bidang tanahnya sehingga berdampak

pada lamanya waktu penyelesaian pembuatan Surat Ukur. Sedangkan

produk aplikasi LOC menghasilkan format Surat Ukur yang lebih

rs\r* r\c



pekerjaan selanjutnya yang berkaitan dengan pembuatan peta pada

Surat Ukur dengan menggunakan data dimaksud bisa dilaksanakan

dengan lebih cepat.

Dengan latar belakang tersebut penyusun tertarik untuk

mengadakan penelitian yang berjudul "PERBANDINGAN

PRODUKTIVITAS PEMBUATAN SURAT UKUR SEBELUM DAN

SELAMA PELAKSANAAN LOC Dl KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA".

B. Perumusan Masalah

Pembuatan Surat Ukur sebelum pelaksanaan LOC di Kantor

Pertanahan Kabupaten Sleman dilakukan secara manual sehingga

hasil yang diperoleh mengalami keragaman format dan teknis

pengerjaannya, dari sisi proses memerlukan waktu yang lama dalam

pengerjaannya. Sedangkan pembuatan Surat Ukur selama

pelaksanaan LOC di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, produk

yang dihasilkan formatnya lebih seragam dan lebih cepat proses

pengerjaannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang menjadi

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1 hanaimana n<=>rhanriinnan nrnrliiktiv/itas npmhuatan Surat llknr



2 faktor apa saja yang mempengaruhi produktivitas pembuatan

Surat Ukur selama pelaksanaan LOC?.

C. Pembatasan Masalah

Pelaksanaan LOC di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman

telah berjalan selama 4 tahun, yaitu dari tahun 1999 sampai dengan

tahun 2004 ini. Adapun lingkup waktu yang dipakai dalam penelitian

ini adalah 4 tahun sebelum tahun 1999 (yaitu tahun 1995, 1996, 1997

dan 1998) serta 4 tahun sesudah pelaksanaan LOC (yaitu tahun 2000,

2001, 2002 dan 2003). Dengan asumsi tahun 1999 adalah masa

transisi sehingga data pada tahun itu belum dapat menceraninkan

karakter LOC, mengingat belum mapannya pern^aian aplikasi LOC.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitiari

1. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan:

a. untuk mengetahui produktivitib pembuatan Surat Ukur

sebelum dan selama pelaksanaan X&C,

b. untuk mengetahui faktor yang mempengarulri produktivitas

pembuatan Surat Ukur selama pelaksanaan LOC di Kantor

Pertanahan Kabupaten Sleman.



2 Kegunaan Penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai:

a. masukan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam

rangka peningkatan kinerja pelayanan pertanahan kepada

masyarakat yang berkaitan secara khusus dengan pelaksanaan

Bagian Proyek LOC;

b. bahan pertimbangan bagi pengembangan dan evaluasi Bagian

Proyek LOC di masa yang akan datang (fase berikutnya) dalam

mengoptimalkan pemanfaatan LOC untuk menunjang

pengolahan data pengukuran dan pemetaan.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan hasil

analisa pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. produktivitas pembuatan Surat Ukur dibandingkan dengan

permohonan yang masuk sebelum LOC persentasenya adalah

sebesar 31,15%, sedangkan pada pelaksanaan selama LOC adalah

sebesar 43,41%, dengan demikian terjadi peningkatan produktivitas

pembuatan Surat Ukur selama pelaksanaan LOC di Kantor

Pertanahan Kabupaten Sleman;

2. dilihat dari besarnya beban pekerjaan yang diselesaikan, faktor

sumberdaya manusia dan infrastruktur pendukung LOC sangat

berpengaruh pada produktivitas Pembuatan Surat Ukur di Kantor

Pertanahan Kabupaten Sleman. Jika sumberdaya manusia (petugas

pelaksana pemetaan dan pengukuran) dan infrastruktur pendukung

LOC diberi penambahan dari segi kualitas dan kuantitasnya maka

produktivitas pembuatan Surat Ukur di Kantor Pertanahan

Kabupaten Sleman akan bertambah tinggi produksinya.
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B. Saran

1. periunya penambahan jumlah perangkat keras dan perangkat lunak

untuk penyelesaian pembuatan Surat Ukur dalam hal ini khususnya

penambahan Graphical Workstation yang khusus untuk pelayanan

pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;

2. jumlah petugas pelaksana pengukuran dan pemetaan dalam hal ini

yang membidangi pembuatan Surat Ukur perlu ditambah agar

produktivitas pembuatan Surat Ukur menjadi lebih baik.
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